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ABSTRAK:

CATATAN:

Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah perlu
dukungan pembiayaan dari Pendapatan Asli Daerah khususnya dari pendapatan
Retribusi Jasa Usaha. Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah
menetapkan Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
namun dalam implementasinya terdapat jenis retribusi jasa usaha yang belum
tercantum dalam peraturan daerah dimaksud sehingga perlu adanya Perubahan
Peraturan Daerah.

UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1
Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2008; UU No.1 Tahun 2009; UU
No.10 Tahun 2009; Uu No.22 Tahun 2009; UU No.25 Tahun 2009; UU No.28 Tahun
2009; UU No.39 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa
kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 tahun 2014; PP No.58 Tahun
2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.61 Tahun 2009; PP No.69 Tahun 2010; PP No.27
Tahun 2014; Perda Tingkat Il Kutai No.8 Tahun 1999; Perda Kutai Kartanegara No.4
Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Perda No.3 Tahun 2013; Perda Kutai
Kartanegara No.11 Tahun 2008

Dalam Peraturan Daerah ini diatur meliputi ketentuan umum retribusi jasa usaha; jenis
retribusi jasa usaha; prinsip dan sasaran penetapan ftarif retribusi; masa retribusi,
pemungutan retribusi, tata cara pemberian keringanan, pengurangan, dan
pembebasan retribusi serta sanksi; pengembalian kelebihan pembayaran; kedaluwarsa
penagihan; pemeriksaan; insentif pemungutan; ketentuan penyidikan; ketentuan
pidana; ketentuan peralihan; serta ketentuan lain-lain ketentuan penutup.

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2016.

Perda Tingkat Il Kutai No.12 Tahun 1998; No.20 Tahun 1998; No.24 Tahun 1999;
Perda Kutai Kartanegara No.20 Tahun 2003; No.10 Tahun 2004; No.18 Tahun 2011;
No.4 Tahun 2011; No.5 Tahun 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati

23 halaman



